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ORIENTASI NEGARA DALAM PENDAFTARAN TANAH ADAT
DI INDONESIA
Rikardo Simarmata1
Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstract
Indonesian Agrarian Law syncretically aims to create a national legal unity and
respecting customary rights to land at the same time. The second aim is to tolerate the
diversity in national land law. In the implementation of customary land registration, these
two objectives do not appear to be in sync. In fact, the first objective is very important,
which causes the second goal to receive very little attention. This paper sees that the
process of customary land registration shows the tensions in achieving these two
objectives. The paper will explain how the Indonesian government subordinates the
second objective. In fact, the first objective has become the orientations when it comes to
the registration of customary land, as well as the regulations and practices supporting it.
Such orientations, regulations, and practices cause many consequences for the
communalistic nature of ulayat lands, as well as the law implementation and authority of
the lands.
Keywords: land law, customary land, land registration, individualization, stateization.
Abstrak
Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia memadukan secara sinkretis dua tujuan
sekaligus yaitu menciptakan kesatuan hukum tanah nasional dan menghormati hak-hak
adat atas tanah. Tujuan yang kedua mentolerir hadirnya keragaman dalam hukum tanah
nasional. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah adat, kedua tujuan ini tidak terlihat
seirama. Dalam kenyataannya, negara atau pemerintah lebih mengutamakan tujuan yang
pertama dan menyebabkan tujuan kedua miskin perhatian. Tulisan ini melihat bahwa
pendaftaran tanah adat merupakan kasus yang sangat cocok untuk melihat tegangantegangan dalam mencapai kedua tujuan tersebut. Tanah adat yang dimaksud yaitu yang
dimiliki secara komunal atau individual. Tulisan ini menjelaskan mengapa pemerintah
Indonesia mengedepankan tujuan pertama dan menomorduakan tujuan kedua. Orientasiorientasi yang muncul dalam pendaftaran tanah adat ketika tujuan pertama diutamakan,
serta regulasi dan praktik-praktik lapangan yang mendukungnya. Seberapa jauh orientasi,
regulasi dan praktik lapangan tersebut memberi akibat yang serius pada sifat komunalistik
tanah ulayat dan jangkauan keberlakuan hukum atau otoritas adat atas tanah.
Kata kunci: hukum tanah, tanah adat, pendaftaran tanah, individualisasi,
negaraisasi.
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I.

PENGANTAR
Dari dekade 40-an sampai dengan 80-an awal, beberapa negara baru merdeka di

belahan benua Asia, Afrika dan Amerika Latin giat melakukan pendaftaran tanah secara
nasional untuk keperluan menciptakan sistem penguasaan tanah (land tenure system)
yang menjamin kepastian hak. Kebutuhan untuk merangsang aktivitas investasi yang
mengerek pertumbuhan ekonomi merupakan alasan dasar mengapa negara-negara baru
merdeka ini memerlukan sistem penguasaan tanah yang kuat dan menjamin kepastian hak
(Otto, 2009, p. 181-182, Otto & Hoekema, 2012, p. 9). Alasan lain yang sifatnya imperatif
ialah untuk menjalankan amanat konstitusi yaitu melindungi harta milik (property rights)
warga negara
Di negara-negara baru merdeka dan berkembang, pendaftaran tanah secara
nasional umumnya berhadapan dengan kenyataan masih hidupnya sistem penguasaan
tanah berbasis adat (Roth & Bruce, 1994; Mwamlangala, Haule, Kaswamila, 2019).
Sistem ini sudah berlangsung jauh sebelum negara-negara tersebut mendeklarasikan
kemerdekaannya. Sistem tersebut bahkan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari
aspek religi dan kultural. Sistem tersebut menyediakan validitas atau daya laku bagi hakhak adat atas tanah. Negara-negara baru merdeka menggunakan dua cara yang berbeda
untuk berurusan dengan tanah-tanah adat dalam melakukan pendaftaran tanah. Perbedaan
dipengaruhi oleh politik hukum negara bersangkutan terhadap hukum adat dan hak-hak
adat. Cara yang pertama cenderung mengabaikan keberadaan hak-hak adat atas tanah,
sedangkan cara yang kedua cenderung mempertimbangkan keberadaannya (Otto &
Hoekema, 2012, p. 9-10).
Negara-negara dengan keinginan politik yang sangat kuat untuk melakukan
modernisasi dan menaikkan nilai ekonomi tanah cenderung mengabaikan keberadaan
hukum adat dan hak-hak adat karena dianggap sebagai faktor penghambat (Otto &
Hoekema, 2012, p. 7). Tanah-tanah adat didaftarkan dengan kurang atau tidak
mempertimbangkan hak-hak adat, dan di atasnya diterbitkan hak-hak atas tanah
perseorangan (Mehren & Sawers, 1992; Weiner & Glaskin, 2007). Karena hak-hak atas
tanah modern tersebut diberikan kepada perorangan maka pendaftaran tanah sekaligus
menjadi kesempatan untuk mengindividualisasi kepemilikan tanah secara paksa.
Beberapa negara di Afrika seperti Ghana (Lund, 2018) dan Somalia (Besteman, 1994)
telah menjalankan metode ini.
Adapun negara-negara baru merdeka yang mempunyai keinginan politik untuk
mengakomodasi adat dalam pembangunan nasional mendorong pendaftaran tanah
2
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sebagai medium untuk melahirkan validitas atau daya laku hak-hak adat atas tanah. Untuk
maksud itu, pendaftaran tanah dilakukan dengan mengembangkan metode untuk
mengidentifikasi tanah-tanah adat komunal untuk kemudian diadministrasi baik dengan
atau tanpa pemberian hak (titling). Malawi (Fitzpatrick, 1997) dan Zambia (Tagliarino,
2014) memilih kebijakan seperti ini.
Dalam kenyataannya, tidak ada negara yang bisa menjalankan secara murni dan
mulus salah satu dari dua model politik hukum di atas. Negara-negara yang menjalankan
politik hukum yang pertama harus menerima kenyataan tidak sepenuhnya bisa
memformalisasi hak-hak adat karena beragam alasan seperti keterbatasan sumber daya
atau kekawatiran kehilangan dukungan politik dari masyarakat adat. Di masa
kolonialisme seperti yang dilakukan oleh Belanda di Hindia Belanda, negara memutuskan
untuk tidak memformalisasi tanah-tanah yang diatur oleh hukum adat sebagai bagian dari
rencana kebijakan unifikasi hukum tanah nasional, dengan tiga alasan yaitu: (i) negara
menyadari pengetahuannya mengenai hak-hak adat belum mencukupi; (ii) kekawatiran
unifikasi dapat memicu resistensi golongan pribumi, dan (iii) besarnya ongkos birokrasi
untuk mengadministrasi tanah-tanah adat (Mulherin, 1976; der Eng, 2016, p. 229 & 234).
Sedangkan negara-negara yang menjalankan politik hukum yang kedua berhati-hati
mempertimbangkan keberadaan hak-hak adat karena dikawatirkan akan membuat
kekuasaan negara menjadi merosot atau kebijakan itu berisiko untuk tidak sejalan dengan
citra rasa pasar yang dikendalikan oleh para pelaku usaha besar. Kurangnya sumber daya
dan kemampuan negara untuk melakukan identifikasi tanah-tanah adat secara nasional
juga telah menjadi faktor lain yang membuat akomodasi hak-hak adat dalam kegiatan
pendaftaran tanah tidak bisa berjalan maksimal (der Eng, 2016).
Indonesia termasuk ke dalam negara bekas koloni yang memilih politik hukum
yang kedua dalam berurusan dengan pendaftaran tanah tanah-tanah adat. Bila mengacu
pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Indonesia berkeinginan untuk
memiliki kesatuan dalam sistem hukum tanah nasional sebagai upaya untuk menciptakan
kepastian hukum dan kesederhanaan. Namun kesatuan hukum tanah yang dibayangkan
tidak antipati dengan hukum adat dan hak-hak tanah adat sekalipun disadari bahwa
kelembagaan adat atas tanah berpotensi menciptakan hubungan pengisapan dalam
pemanfaatan tanah (Harsono, 2005; Tauchid, 2009). Bangunan sistem hukum tanah
nasional tersebut bahkan memberi tempat terhormat bagi hukum adat dengan
menjadikannya sebagai landasan dan sumber inspirasi bagi sejumlah konsep, asas dan
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norma dalam hukum pertanahan.2 Hukum tanah nasional mengakui keberadaan dan
keberlakuan hak-hak atas tanah berbasis adat baik yang dimiliki perseorangan maupun
kelompok. Tanah adat milik perseorangan menunjuk pada tanah bekas milik adat dan
tanah adat dengan hak pakai.3 Tanah adat milik kelompok menunjuk pada hak ulayat.4
Dengan pengakuan ini tanah-tanah adat perseorangan dan komunal akan dihitung sebagai
bidang tanah dan karena itu menjadi objek pendaftaran tanah.
Dalam kenyataannya, agenda menciptakan kesatuan hukum tanah nasional dan
keinginan memperhatikan hak-hak adat atas tanah melahirkan gesekan-gesekan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah. Manifestasi gesekan-gesekan itu dapat dilihat pada
peraturan

perundang-undangan

organik,

dan

praktik

lapangan.

Tulisan

ini

menggambarkan agenda atau kepentingan yang lebih dikejar dalam pendaftaran tanah
ketika gesekan berlangsung. Tulisan ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan
mengapa suatu kepentingan lebih diutamakan. Selanjutnya dijelaskan juga orientasiorientasi menonjol dalam pendaftaran tanah adat akibat mengedepankan kepentingan
tertentu. Tulisan ini beranggapan bahwa pendaftaran tanah adat adalah suatu kasus yang
sangat cocok untuk melihat pertemuan dalam dunia nyata antara ide kesatuan hukum
tanah nasional dan ide penghormatan terhadap hak-hak adat atas tanah.
Bagian berikutnya dari tulisan ini menjelaskan pengaturan tanah adat dalam
legislasi pertanahan nasional. Penekanannya pada pengaturan mengenai pembagian jenis
tanah adat, kedudukan, dan proses administrasi-nya. Bagian selanjutnya menggambarkan
praktik-praktik pendaftaran tanah-tanah adat. menjelaskan pendaftaran tanah adat dalam
ruang yang lain yaitu praktik empiris. Di sini, dijelaskan pola-pola berpikir dan perilaku
para aparatur pertanahan dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah-tanah adat, baik
atas tanah bekas milik adat maupun tanah hak ulayat. Setelah itu, tulisan ini menelaah

Untuk aspek konsep yang menjadi inspirasi misalnya hak bangsa dan hak menguasasi dari negara.
Untuk aspek asas yaitu pemisahan horizontal. Sedangkan untuk aspek norma seperti membuka
hutan sebagai cara untuk memperolah hak milik atas tanah. Lihat misalnya dalam Soemardjono
(2018).
2

Diatur dalam Ketentuan Konversi UUPA Pasal II, VI dan VII, Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24
Tahun 1997, Pasal 60 ayat (2) Permenag/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, dan Pasal 96 ayat (1) PP No.
18 Tahun 2021.
3

Diatur dalam Pasal 3 UUPA, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) PP No. 18
Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan
Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
4
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orientasi-orientasi negara yang tampak menonjol dan menentukan luaran akhir dari
pendaftaran tanah. Orientasi-orientasi itu dijumpai baik pada teks-teks aturan maupun
praktik. Tulisan ini akan ditutup dengan beberapa catatan reflektif.

II.

METODE
Data-data dalam tulisan ini sebagian besar berasal dari dua penelitian yang Penulis

lakukan antara tahun 2019 s/d 2021.5 Penelitian pertama dilakukan pada November 2019
sampai dengan April 2020. Penelitian ini melihat sistem penguasaan tanah dan
perkembangan mutakhir pendaftaran tanah di 6 desa dan dua kecamatan di Kabupaten
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.6 Penelitian ini telah menghasilkan laporan dengan judul
“Land Ownership in Kapuas Hulu District: current situation, local capacities, and
suggestions for improvement”.7 Penelitian kedua dilakukan pada Agustus 2020 sampai
dengan Januari 2021.8 Penelitian mengkaji mengenai pelaksanaan PTSL pada tanah-tanah
ulayat dengan menggunakan kasus Kota Sungai Penuh, Jambi. Hasil penelitian sudah
dituangkan ke dalam sebuah laporan berjudul “The Implementation of Systematic and
Complete Land Registration and its Approach to Communal Land”. Kedua laporan
penelitian di atas menjadi data sekunder, bersama dengan literatur dan laporan-laporan
lainnya yang membahas mengenai pendaftaran tanah adat. Beberapa data primer yang
tidak dimuat dalam kedua laporan disebutkan karena tidak relevan, digunakan untuk
keperluan penulisan artikel ini.
Data primer lainnya berasal dari hasil diskusi Penulis dengan empat orang pejabat
eselon di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya
Kementerian ATR/BPN) pada Oktober 20209, Maret10 dan Mei11 2021.

III.

TANAH ADAT DALAM HUKUM PERTANAHAN FORMAL

Untuk masing-masing penelitian, Penulis dibantu oleh seorang asisten peneliti.
ini didukung oleh Deutsche Gesellschaft fü r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
FORCLIME Forests and Climate Change Programme, dan SASCI (Sustainable Agricultural Supply
Chains in Indonesia).
7 Dapat diunduh di laman
https://www.forclime.org/documents/Books/Landownership%20in%20Kapuas%20Hulu.pdf
8 Penelitian ini mendapat dukungan dari Proyek Percepatan Reforma Agraria Kementerian Agraria
& Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Bank Dunia.
9 M, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT, Kementerian
ATR/BPN, 23 Oktober 2020.
10 DP, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, 8 Februari 2021.
11 TW, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, 5 Mei 2021, dan OS, Kepala Pusat
Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, 19 Mei 2021.
5

6 Penelitian
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UUPA menggunakan beragam istilah ketika menjelaskan tanah adat, yaitu hak
ulayat, hak membuka hutan, hak-hak tanah yang sifatnya sementara,12 dan beberapa
penamaan lokal untuk menyebut kategori hak milik, dan hak pakai. Bila dikelompokkan
menurut subjek pemiliknya, ragam tanah adat dapat dikategorikan ke dalam tanah yang
dimiliki perorangan, dan yang dimiliki kelompok. Tabel 1 berikut menampilkan rincian
pengelompokan tersebut:
Tabel 1: Hak-hak Adat atas Tanah Menurut UUPA
Kategori

Nama hak

Keterangan

Tanah adat

Yasan, andarbeni, hak atas druwe

Masuk ke dalam kelompok hak

perorangan

(milik), hak atas druwe desa, pesini

milik

Ganggam

bauntuik,

anggaduh, Masuk ke dalam kelompok hak

bengkok, lungguh, pituwas, gogolan, pakai
pekulen (kelompok hak pakai)
Hak membuka hutan

Dapat berkembang menjadi hak
milik

Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak Masuk dalam kelompok hak
menumpang,

hak

sewa

tanah yang sifatnya sementara

pertanian
Tanah adat

Hak ulayat

kelompok
Keterangan: diolah dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPA

Selepas pemberlakuan UUPA, tanah adat perorangan dan hak ulayat mempunyai
status yang berbeda. Tanah-tanah adat perorangan yang nama-namanya diuraikan pada
tabel di atas berubah atau dikonversi menjadi hak-hak yang ada padanannya dalam hukum
pertanahan formal yaitu hak milik atau hak pakai.13 Perubahan tersebut berlangsung
otomatis dengan pemberlakuan UUPA sekalipun masih memerlukan proses administratif
melalui pendaftaran tanah. Adapun hak-hak adat perorangan yang masuk ke dalam
kelompok yang bersifat sementara, telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan

Yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.
Konversi adalah perubahan atas tanah-tanah bekas hak Barat dan hak adat kedalam hak-hak yang
ada padanannya dalam UUPA. Lihat dalam Pasal II ayat (1), Pasal VI dan Pasal VII Bagian Kedua
Ketentuan-Ketentuan Konversi.
12
13
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untuk keperluan mencegah munculnya eksploitasi.14 UUPA sendiri memang
menghendaki agar hak-hak ini dihapuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama.15 Adapun
hak membuka hasil hutan diformalisasi dengan cara mengintegrasikannya ke dalam
sistem

hukum

pertanahan

nasional.

Pengintegrasian

dilakukan

dengan

cara

menjadikannya sebagai salah satu izin yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah
kepada seseorang.16 Izin membuka tanah sendiri bukan kategori hak atas tanah namun
memberi kewenangan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan atau menggunakan
tanahnya. Bagi pemilik izin yang menggarap atau menguasai tanah secara fisik secara
berturut-turut dalam waktu yang cukup lama, diberikan kesempatan untuk memohonkan
hak milik atas tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
Adapun untuk tanah hak ulayat, UUPA menerima dan mengakuinya sebagai salah
satu hak dalam sistem penguasaan tanah nasional. Menurut sistem ini, hak atas tanah
terbagi ke dalam hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat, dan hak perorangan.
Beberapa pakar hukum agraria menganggap bahwa UUPA memberikan status kepada
tanah hak ulayat sebagai salah satu jenis tanah.17 Dalam hal ini hak ulayat sejajar dengan
tanah negara dan tanah hak.

A.

Tanah adat perorangan
Dengan menentukan bahwa hak-hak adat perorangan dikonversi menjadi hak

milik atau hak pakai lewat kegiatan pendaftaran tanah, UUPA memproyeksikan hak
ulayat sebagai satu-satunya hak tanah adat yang dikenal dalam sistem hukum pertanahan
formal. Namun, proyeksi atau keinginan ini sampai sekarang belum mewujud. Pemberian
sertifikat hak milik atau hak pakai yang berasal dari hak-hak adat sangat jarang dan hanya
dilakukan di beberapa daerah di pulau Jawa, Bali, dan Sumatera Barat. Pada sebuah
lokakarya regio Kalimantan yang diadakan pada tahun 2020, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian ATR/BPN, menginformasikan bahwa pada saat itu belum ada satu pun
Diatur dalam misalnya UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, UU No. 56 Prp /1969 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan UU No. 38 Prp/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas
Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu.
15 Ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA.
16 Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 6/1972 tentang Pelimpahan
Wewenangan Pemberian Ha katas Tanah, dan Peraturan Presiden No. 34/2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan. Mengenai pembahasannya lihat antara lain dalam Simarmata (2009)
dan Simarmata (2012).
17 Maria S.W. Soemardjono adalah satu dari pakar yang menggunakan pemikiran semacam ini.
Pemikirannya salah satunya diatuangkan dalam tulisannya berjudul, “Permasalahan Hutan (di atas
tanah hak) Ulayat’, paper dipresentasikan pada seminar ‘Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Melayu
Riau tentang Hutan Tanah Ulayat, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 26-28 Februari 2015.
14
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bidang tanah di Kalimantan Tengah didaftarkan dengan menempuh jalur konversi.18
Keterangan ini sangat mengejutkan karena sejak tahun 2009 Provinsi ini sudah
memberlakukan regulasi daerah termasuk rencana tata ruang wilayah yang mengakui
keberadaan tanah-tanah perorangan dan tanah ulayat.19 Keadaan serupa juga
diperlihatkan oleh data kuantitatif. Dari sebanyak 15 juta bidang tanah yang sudah
diterbitkan sertifikat hak milik melalui PTSL selama periode 2017-2019, tidak satu pun
yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat.
Konversi tanah-tanah adat yang hampir tidak diseriusi pada akhirnya membuat
tanah-tanah adat milik perorangan terus eksis di bawah pengaturan hukum adat. Hukum
pertanahan formal sendiri, termasuk yurisprudensi, memilih untuk menguatkan situasi ini
dengan menerima legalitas tanah-tanah adat perorangan sekalipun secara terbatas. Sikap
akomodatif ini pada gilirannya membuat hukum pertanahan formal paska pengundangan
UUPA mengenal tanah adat dalam dua wujud yaitu tanah adat perorangan dan tanah
ulayat. Hukum pertanahan formal menggunakan istilah ‘hak bekas milik adat, hak-hak
Indonesia lama atau hak-hak lama untuk menamai tanah-tanah adat milik perorangan.20
Pengakuan hukum pertanahan formal pada tanah bekas milik adat dilakukan untuk
beragam keperluan baik yang berada dalam lapangan hukum publik maupun hukum
perdata. Pada lapangan hukum publik, pengakuan dilakukan untuk keperluan pendaftaran
tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan pada lapangan hukum
perdata dibutuhkan untuk perolehan tanah untuk keperluan swasta, peralihan hak atas
tanah, dan pembebanan dengan hak tanggungan (Simarmata, 2012; Simarmata & Tody
Sasmitha, 2021).
Tidak lama setelah UUPA diberlakukan, pemerintah membuat peraturan yang
khusus mengatur mengenai konversi hak-hak adat, yaitu Peraturan Menteri tahun 196021
dan Keputusan Menteri tahun 1962.22 Kedua peraturan ini meletakan dasar-dasar
pengaturan mengenai konversi dengan menentukan prosedur konversi yang dibedakan
menurut bentuk bukti-bukti kepemilikan, dan perbedaan konversi yang disebabkan oleh

Disampaikan dalam Lokakarya lokal Kalimantan Tengah, “Potensi Integrasi Hutan Adat kedalam
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, Karsa & European Forest Institute, 25 Agustus 2020.
19 Regulasi daerah yang dimaksud yaitu Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat
dan Hak-hak Adat atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035.
20 Untuk keperluan tulisan ini dipakai istilah ‘tanah bekas milik adat’.
21 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan
Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah.
22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi
Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah.
18
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ketersediaan bukti kepemilikan. Dua peraturan inilah yang memperkenalkan dua bentuk
konversi yaitu penegasan dan pengakuan. Sejak tahun 1997, pengaturan mengenai
konversi hak-hak adat diintegrasikan kedalam pengaturan mengenai pendaftaran tanah.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai pendaftaran tanah merupakan
induk dari pengaturan mengenai konversi hak-hak adat. Saat ini peraturan mengenai
konversi terdapat dalam Peraturan Pemerintah tahun 1997 dan tahun 2021 tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun
1997 mengenai Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 tentang PTSL.
Pengaturan pendaftaran tanah mengenai konversi memiliki tiga ketentuan kunci.
Pertama, dua cara untuk pembuktian kepemilikan tanah bekas milik adat untuk keperluan
pendaftaran tanah, yaitu bukti-bukti tertulis yang dikuatkan dengan surat pernyataan
pemilik tanah dan ditandatangani oleh saksi, dan penguasaan fisik selama 20 tahun atau
lebih secara berturut-turut.23 Cara pembuktian kedua yaitu penguasaan fisik diperlukan
apabila cara pembuktian yang pertama tidak bisa dilakukan. Kedua, pendaftaran
dilakukan lewat penegasan hak atau pengakuan hak. Penegasan dilakukan bila
menggunakan cara pembuktian yang pertama yaitu memiliki satu dari 12 tanda bukti
tertulis.24 Bila tidak tersedia dan menggunakan cara pembuktian yang kedua, pendaftaran
dilakukan lewat pengakuan. Ketiga, perlunya surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik
tanah yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan atau camat dengan fungsi
menguatkan/mengesahkan bukti-bukti tertulis atau penguasaan fisik (Simarmata, 2019).
Perlu dicatat bahwa dalam perkembangannya, hukum pertanahan formal
menciptakan ambiguitas dalam penamaan bukti-bukti kepemilikan tertulis atas tanah
bekas milik adat. Sebagian peraturan perundangan menamainya dengan bukti
kepemilikan.25 Sebagian lain menganggapnya bukan bukti kepemilikan melainkan hanya
bukti petunjuk yaitu bukti yang mengindikasikan adanya hubungan kepemilikan.26
Sebagai bukti petunjuk, keberlakuannya harus disertai atau didukung oleh alat-alat bukti
lainnya. Namun, pada saat yang sama, ada peraturan perundangan yang menentukan
Penguasaannya harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada keberatan dari masyarakat
sekitar. Lihat Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997.
24 Lihat kedua belas bukti kepemilikan tersebut dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24/1997,
Pasal 60 ayat (2) Permenag/Kepala BPN No. 3/1997, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.
2/1962, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/1970, dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9/SE/VI/2013.
25 Misalnya PP No. 24/1997, Permen Agraria/Kepala BPN N0. 3/1997 dan PP No.18/2021.
26 Misalnya PP No. 18/2021, Surat Edaran Kepala BPN No. 9/SE/VI/2013 dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah No. 13/2009.
23
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bahwa yang disebut sebagai bukti kepemilikan adalah salah satu dari 12 tanda bukti
tertulis. Sedangkan surat pernyataan yang ditandatangani kepala desa/lurah dan atau
camat hanya sebagai bukti petunjuk.27 Penggunaan peristilahan semakin sesak dan
membingungkan dengan digunakannya istilah dasar penguasaan. Peraturan perundangan
mengartikan dasar penguasaan sebagai setiap alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang.28
Ambiguitas seperti di atas mendatangkan ketidakjelasan mengenai alat bukti apa
yang disebut sebagai bukti kepemilikan dan yang disebut bukti petunjuk. Kebingungan
lainnya yaitu hal yang membedakan dasar penguasaan dari bukti kepemilikan atau bukti
petunjuk? Apakah dasar penguasaan hanya untuk menyebut alat bukti yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang? Jika demikian, siapa yang disebut sebagai pejabat yang
berwenang? Apakah kepala desa/lurah tergolong sebagai pejabat yang berwenang?
Ketidakjelasan ini kemudian merembet ke soal lainnya yaitu status tanah. Tanah-tanah
dengan bukti kepemilikan apa yang dapat dikategorikan sebagai tanah yang dikuasai
langsung oleh negara (tanah negara), dan tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara
(tanah hak). Apakah tanah dengan bukti kepemilikan diperlakukan sebagai tanah hak dan
dengan begitu dikuasai tidak langsung oleh negara, atau dipersamakan dengan tanahtanah dengan bukti petunjuk atau dasar penguasaan?
Bila mengacu pada peraturan perundangan pertanahan yang berlaku saat ini, tanah
dengan bukti-bukti seperti disebutkan di atas, merupakan tanah negara karena bukan
merupakan tanah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, tanah ulayat, tanah wakaf dan
atau

bukan

merupakan

aset

barang

milik

negara/barang

milik

daerah/BUMN/BUMD/BUM Desa.29 Namun, ketentuan semacam ini bertentangan
dengan apa yang dibayangkan atau ditentukan oleh UUPA. Seperti sudah disebutkan,
pemberlakuan UUPA menyebabkan tanah-tanah adat perorangan secara otomatis berubah
menjadi tanah hak milik atau hak pakai. Lagi pula, ketentuan normatif seperti di atas
langsung berhadapan dengan kesadaran umum masyarakat adat pemilik tanah perorangan
yang menganggap tanah-tanah tersebut sebagai milik mereka. Anggapan ini berangkat

Misalnya PP No. 18/2021.
contoh akta jual beli tanah yg sudah bersetipikat namun belum dibalik nama, akta jual beli
tanah bekas milik adat yang belum disertipikatkan, surat izin menghuni, risalah lelang, akta ikrar
wakaf, keputusan pelepasan kawasan hutan. Pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (2) PP
No. 19/2021 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (5) PP No. 20/2021
29 Lihat Pasal 1 angka 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 1 PP Nomor 18 Tahun 2021, dan
Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
6 Tahun 2018.
27

28 Sebagai
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dari pengalaman historis dan sosiologis mereka telah menguasai, memanfaatkan dan
menggunakan tanah-tanah tersebut dengan menghabiskan biaya dan tenaga serta
mendapatkannya dengan cara yang diperkenankan oleh hukum adat (Vayda & Sahur,
1996; Soesangobeng, 2012).
Sejak tahun 1960-a dan 70-an, yurisprudensi berposisi menguatkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menempatkan bukti kepemilikan seperti bukti
pembayaran pajak,30 bukan alat bukti kepemilikan tanah yang bersifat mutlak atau
autentik.31 Implikasinya, alat bukti ini hanya dianggap sebagai petunjuk awal adanya
hubungan penguasaan atau kepemilikan seseorang dengan bidang tanah tertentu.
Yurisprudensi ini dipertahankan dalam sebuah putusan kasasi tahun 2014 dengan
menegaskan kembali bahwa girik, sebagai bukti pembayaran pajak, bukan merupakan
bukti kepemilikan tanah yang autentik.32 Sebagai implikasinya, dimata lembaga
peradilan, tanah-tanah dengan bukti kepemilikan seperti di atas merupakan tanah negara.
Di atas tanah-tanah tersebut belum diterbitkan suatu hak atas tanah dengan sertifikat
sebagai alat buktinya.
B.

Tanah ulayat
Saat ini pengaturan teknis mengenai tanah ulayat dapat dijumpai pada Peraturan

menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,33 dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor
319/S-300.UK.01.01/IX/2020 perihal Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat dan Larangan Pemecahan. Sebelumnya, selama 39 tahun (19601999) pemerintah tidak membuat peraturan pelaksana mengenai tanah ulayat. Pecah telur
baru terjadi pada tahun 1999 setelah pemerintah membuat sebuah peraturan menteri.34

Seperti petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia.
Lihat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yaitu No. 34/K/Sip/1960, tanggal 10 Februari
1960, Putusan No. 408 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971; dan putusan No. 408 K/Sip/1970, tanggal 5
Mei 1971. Lihat juga dalam Fitzpatrick (1997, p. 196).
32 Lihat putusan No. 2459 K/PDT/2014.
33 Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
34 Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan ini digantikan oleh Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah masyarakat
Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
30
31
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Bagian paling penting dari Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 dan Surat Edaran Direktur Jenderal tahun 2020
adalah penatausahaan terhadap tanah ulayat. Semua diawali dengan ketentuan yang
menegaskan kepastian hukum sebagai tujuan penatausahaan tanah ulayat. Penatausahaan
dilakukan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan yang diajukan. Pengajuan
permohonan setelah sebelumnya pemohon mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat
hukum adat dari pemerintah daerah. Surat Edaran Direktur Jenderal 2020 memperlonggar
persyaratan ini dengan membolehkan kegiatan pembuatan delineasi, pemberian Nomor
Identifikasi Sementara, dan pemberian atribut untuk indikasi terdapat tanah ulayat
sekalipun produk hukum daerah mengenai pengakuan belum diterbitkan.
Penatausahaan dilakukan lewat tiga tahapan yaitu pengukuran, pemetaan, dan
pencatatan dalam daftar tanah. Pengukuran dan pemetaan dilakukan terhadap batas-batas
keliling bidang tanah. Hasil pemetaan ditaruh dalam Peta Pendaftaran Tanah dengan
diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Penatausahaan ditutup dengan pencatatan tanah
ulayat yang sudah diberi NIB dalam Daftar Tanah.
Ketentuan mengenai pencatatan tanah ulayat dalam Daftar Tanah ditegaskan
dalam Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun
2018. Peraturan ini menentukan bahwa bidang-bidang tanah yang tercatat dalam Daftar
Tanah adalah yang subjek dan objek belum memenuhi kriteria. Oleh karena itu,
penatausahaannya tidak dapat dilanjutkan ke pembukuan serta penerbitan sertifikat hak
atas tanah (SHAT).35 Menurut seorang pejabat di Kementerian ATR/BPN, ketentuan
semacam ini yang membuat pemberian sertifikat kepada masyarakat hukum adat atas
tanah ulayat, tidak dimungkinkan.36 Peraturan Pemerintah No. 18/2021 mencoba
membuat terobosan ini dengan menghadirkan ketentuan yang membolehkan pemberian
hak pengelolaan (HPL) yang berasal dari tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat.37
HPL memang bukan merupakan jenis hak atas tanah namun tanda bukti hanya berupa
SHAT.
Cara di atas memang terlihat sebagai terobosan karena menetapkan masyarakat
hukum adat sebagai subyek pemegang SHAT. Sebelumnya, tidak ada peraturan
perundangan yang menentukan seperti itu. Sayangnya, dokumen hukum ini tidak memuat
penjelasan mengapa masyarakat hukum adat dapat dikategorikan sebagai subjek
Pasal 25 ayat (1c) dan Pasal 30 ayat (2b).
Wawancara dengan DP, 2 Februari 2021. Lihat juga dalam Simarmata & Chanif (2021).
37 Pasal 5 ayat (2).
35
36
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pemegang hak atas tanah. Selain itu, muncul tanda tanya apakah dengan ketentuan ini
penatausahaan tanah ulayat dapat dilanjutkan ke tahapan pembukuan dan penerbitan
SHAT karena masyarakat hukum adat sudah memenuhi syarat (eligible) untuk itu?

IV.

PENDAFTARAN TANAH ADAT DALAM PRAKTIK
Pendaftaran tanah-tanah bekas milik adat atau tanah adat perorangan

dilangsungkan dalam ruang regulasi dan tuntutan birokrasi yang tidak menyukai
penggunaan jalur konversi. Akibatnya, pendaftaran didominasi oleh jalur pemberian hak.
Lebih jauh dari itu, pendaftaran mengusik keutuhan tanah-tanah ulayat karena bagianbagian tertentu didaftarkan sebagai milik perorangan. Pendaftaran tanah ulayat dilakukan
lewat dua trek, yaitu penatausahaan dan kadastral. Penatausahaan tidak berakhir dengan
pemberian hak (titling), sedangkan kadastral menghasilkan itu. Namun, ketidakjelasan
antara kedua trek melahirkan kebingungan karena kasus-kasus didekati dengan cara yang
berbeda, dan penggunaan keduanya secara bersamaan pada lokasi yang sama.
A.

Tanah adat perorangan
Praktik pendaftaran tanah-tanah adat perorangan baik sporadis maupun sistematis,

ditandai dengan tiga karakteristik yang menonjol. Pertama, mengandalkan aparatur
pemerintah desa untuk keperluan validasi bukti-bukti kepemilikan tanah ataupun untuk
pengukuran. Kedua, menghindari penegasan atau pengakuan (konversi) dan mendorong
jalur pemberian hak. Ketiga, tanah-tanah hak pakai yang masih bagian dari tanah ulayat
didaftarkan menjadi tanah hak milik perorangan.
Sejak pemberlakuan PP Pendaftaran Tanah tahun 1960, kepala desa/lurah
(sebelumnya dengan nama asisten wedana) diberi kewenangan untuk memvalidasi buktibukti kepemilikan tanah bekas milik adat.38 Selain itu Pemerintah Desa juga ditempatkan
sebagai anggota panitia pendaftaran tanah yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan
setempat. Dibalik ketentuan ini ada anggapan bahwa pemerintah desa khususnya kepala
desa dianggap sebagai orang yang paling mengetahui riwayat kepemilikan tanah di
tingkat desa. Adapun kepala adat hanya diperankan sebagai saksi dalam peristiwa
pemindahan hak, dengan kemungkinan menjadi anggota Panitia Ajudikasi untuk
pendaftaran tanah sistematik, bila diperlukan. Ketentuan seperti ini bertahan sampai
sekarang.

38

Lihat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961.
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Bagi daerah-daerah yang proses desaisasi lembaga-lembaga adat/lokal
berlangsung lancar terutama setelah pemberlakuan UU Pemerintahan Desa tahun 1979,
institusi pemerintahan desa menjalankan hampir semua urusan pemerintahan termasuk
administrasi dan penyelesaian konflik pertanahan. Di sebagian besar tempat di pulau
Kalimantan, kelembagaan adat melebur ke dalam kelembagaan desa. Kepala desa
menjadi kepala adat sekaligus (Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atma Jaya &
Badan Pertanahan Nasional, 1998: 26; Hewat et al., 2016). Di desa-desa semacam ini
fungsionaris adat tidak mempersoalkan kewenangan kepala desa untuk memvalidasi
bukti-bukti kepemilikan tanah.
Situasi berbeda berlangsung di daerah-daerah yang kelembagaan adat tetap eksis
sekalipun menerima dampak dari pemberlakuan UU Pemerintahan Desa. Di Provinsi Bali
misalnya, pendaftaran tanah yang hanya melibatkan desa dinas/administratif telah
menyebabkan tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah ulayat (druwe (milik) desa)
didaftarkan sebagai tanah milik perorangan warga desa adat. Perangkat desa dinas
memahami tanah-tanah tersebut sudah menjadi tanah perorangan karena sudah digarap
dalam waktu yang lama. Padahal, menurut adat, tanah itu masih merupakan bagian dari
tanah ulayat yang sedang digarap atau digunakan oleh anggota desa adat (Suwitra, 2010,
p. 115). Kejadian hampir serupa berlangsung juga di Kota Sungai Penuh, Jambi. Kantor
Pertanahan setempat lewat Panitia Ajudikasi bekerja sama dengan perangkat desa
melakukan PTSL dengan mendaftarkan tanah-tanah hak pakai menurut adat sebagai tanah
hak milik. Tindakan ini membuat luas tanah ulayat (tanah Parit Bersegi Empat) yang
digunakan untuk pemukiman, menjadi berkurang. Kepala adat sejumlah luhah (unit sosial
adat terendah) menolak pemberian sertifikat dan bahkan mengancam akan mengenakan
sanksi bagi anggota-anggotanya yang mendaftarkan tanah Parit Bersegi Empat
(Simarmata & Chamdani, 2021).
Kasus Bali dan Sungai Penuh di atas membantah ratio legis ketentuan hukum yang
mengasumsikan bahwa kepala desa memiliki pengetahuan yang handal mengenai riwayat
kepemilikan tanah di desanya. Sebagian dari kasus-kasus seperti itu justru muncul karena
pengetahuan kepala-kepala desa yang tidak memadai, terutama yang berusia lebih muda
dari kepala adat (Fitzpatrict, 1997, p. 192).
Karakteristik kedua dari praktik pendaftaran tanah-tanah adat adalah kecilnya
penggunaan metode konversi terutama penegasan hak, dan dominannya penggunaan
metode pemberian hak. Ada 3 faktor yang menyebabkan karakteristik ini terbentuk.
Pertama, tidak dipenuhinya persyaratan untuk konversi tanah bekas milik adat. Kedua,
14
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terbitnya regulasi daerah yang menetapkan tanah-tanah adat berubah menjadi tanah
negara. Ketiga, penerbitan sertifikat lewat konversi memakan waktu lebih lama.
Di daerah-daerah yang hukum adat mengenai tanah masih kuat dan sistem fiskal
kadaster semasa kolonialisme belum diterapkan, penguasaan dan pemilikan atas tanah
dilakukan nyaris tanpa bukti-bukti kepemilikan. Keadaan ini menyebabkan pemilik tanah
tidak tertarik mendaftarkan tanahnya,39 atau mendaftarkannya lewat cara pemberian hak.
Di Maluku, tanah-tanah adat tidak didaftarkan lewat konversi tetapi dengan lewat
pemberian hak karena pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk
penegasan atau pengakuan hak tidak dipenuhi (Sitorus, 2021, p. 20).40 Karena alasanalasan itu tanah-tanah tersebut dianggap sebagai tanah negara yang sedang dipakai oleh
seseorang dan karena itu didaftar lewat pemberian hak. Hal yang mirip berlangsung di
kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tanah-tanah kaum yang umumnya tidak didukung oleh
bukti-bukti kepemilikan namun telah dikuasai 20 tahun atau lebih didaftarkan/dikonversi
lewat pengakuan hak (Riardo, 2019, p. 200). Di kota Denpasar, masih banyak tanah-tanah
perseorangan berstatus tidak terdaftar karena para pemiliknya tidak memiliki bukti-bukti
kepemilikan, seperti bukti pembayaran pajak atau yang disebut pepel (Fitzpatrick, 1997,
p. 196).
Pada era pemerintahan Orde Baru sejumlah daerah membuat produk hukum
daerah yang menetapkan hapusnya tanah-tanah adat perorangan dan ulayat dan menjadi
tanah negara. Selanjutnya, tanah-tanah tersebut di bawah penguasaan pemerintah daerah.
Berikut daerah-daerah yang pernah memiliki regulasi yang demikian:

Tabel 2. Daerah-daerah yang Pernah Memiliki Regulasi mengenai
Penghapusan Tanah Adat

Daerah
Bengkulu

Regulasi
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu
Nomor 132 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemindahan
Penguasaan Seseorang atas Tanah Negara baik dari Bekas
Tanah Marga maupun Bekas Tanah Hak Barat

Sebagai contoh, ini berlangsung di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Lihat dalam Sugianto (2017,
p. 143).
40 Komunikasi personal dengan OS, Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria,
Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, 19 Mei 2021.
39
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Nusa Tenggara

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8

Timur

Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas
Tanah41
Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk I Nusa Tenggara Timur
Nomor 3/Pem-um/ 1984

Sulawesi Tengah

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
592.2/8158/RO.Huk/Tahun1993 Tentang Pembuatan Akta
Tanah dan Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah

Kantor-kantor Pertanahan setempat telah menjadikan regulasi-regulasi seperti
disebutkan dalam tabel di atas sebagai alasan untuk menyimpulkan bahwa didaerahdaerah tersebut seluruh tanah-tanah adat berubah menjadi tanah negara. Alhasil, di
daerah-daerah tersebut tidak lagi terdapat tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Di
Bengkulu hanya sedikit tanah-tanah adat yang didaftarkan melalui konversi.
Pemberlakuan Keputusan Gubernur tahun 1991 membuat aparatur di kantor-kantor
pertanahan terlanjur berpikir bahwa seluruh tanah adat di Bengkulu sudah menjadi tanah
negara (Arianto et al. 2019, p. 38-39).
Menariknya, sekalipun tidak lagi dianggap sebagai tanah adat karena sudah
berubah menjadi tanah negara, pendaftaran tanah sporadis maupun sistematis untuk
bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai tanah adat, dilakukan dengan mensyaratkan
Surat Pelepasan Hak atas Tanah. Surat ini ditandatangani oleh kepala adat. Di Maluku
surat ditandatangani oleh Raja selaku pemimpin negeri. Pengurus adat mengenakan biaya
administratif kepada pemohon yang besaran dan formulasi menghitungnya berbeda
menurut negeri.42 Syarat surat pelepasan ini sebenarnya kontradiktif dengan klaim awal
bahwa tanah-tanah yang dimohonkan SHAT tersebut merupakan tanah negara. Isi surat
dan tanda tangan kepala adat di dalamnya dengan jelas menunjukkan bahwa tanah-tanah
dimaksud berstatus sebagai tanah adat. Namun, syarat ini tampaknya diciptakan untuk
keperluan mengisi informasi mengenai riwayat atau asal-usul tanah tersebut sebelum

Sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor
16 Tahun 2018.
42 Misalnya, di Negeri Olilit biaya dihitung dengan rumus 50% x harga tanah untuk biaya pelepasan
dan 5% x harga tanah untuk biaya administrasi. Di negeri Halong hanya mengenakan biaya
administrasi yang dihitung dengan rumus Rp. 30.000 x luas tanah. Lihat dalam Laksamana, Nurasa,
dan Lutfhi (2019, p, 97).
41
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menjadi tanah negara. Tanda-tanda bukti yang menjelaskan riwayat tanah menjadi syarat
untuk keperluan penerbitan suatu SHAT (Parlindungan 1999; Harsono, 2005).
Pendaftaran lewat konversi juga tidak menjadi pilihan karena alasan waktu.
Pendaftaran sistematis lewat jalur konversi memerlukan waktu 60 hari untuk tahapan
pengumuman.43 Sedangkan pengumuman lewat jalur pemberian hak hanya diperlukan
waktu 14 hari. Dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan ini, para pemohon SHAT
lebih memilih jalur pemberian hak.44 Tampaknya, para pemohon SHAT bersikap
pragmatis sehingga tidak melihat identitas adat dalam tanah tersebut sebagai sesuatu yang
perlu dijaga selama proses pendaftaran tanah. Perilaku tersebut sangat mungkin
disebabkan oleh literasi yang lemah mengenai ketentuan-ketentuan mengenai konversi
tanah bekas milik adat.
Pendaftaran tanah sistematis dilaksanakan dengan menetapkan suatu target
capaian pembuatan peta bidang tanah (PBT) dan penerbitan SHAT. PTSL adalah suatu
proyek yang paling berani membuat target capaian jumlah bidang. Dalam 4 tahun terakhir
target capaiannya adalah 5 juta, 7 juta, 9 juta dan 10 juta bidang untuk masing-masing
tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.45 Dorongan untuk mencapai target telah melahirkan
suatu perilaku terpola yang dipraktikkan oleh anggota Panitia Ajudikasi dan Surveyor
Kadaster Berlisensi (SKB).46 Perilakunya adalah mendaftarkan tanah-tanah hak pakai
adat yang masih merupakan bagian dari tanah ulayat untuk menjadi tanah-tanah hak milik
perorangan. Motif dibalik perilaku ini agar dihasilkan jumlah bidang tanah terdaftar yang
banyak.47 Bagi komunitas orang teknis lapangan, perbuatan ini disebut mencacah bidang
tanah yang luas (tanah ulayat) menjadi beberapa bidang.
Perilaku seperti di atas banyak dipraktikkan oleh aparatur pertanahan di daerahdaerah yang masih eksis tanah adat milik bersama satu keturunan, dan tanah ulayat seperti
di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di Papua,
Pasal 26 ayat (1) PP No. 24/1997.
Komunikasi personal dengan OS, 19 Mei 2021.
45 Lihat dalam Simarmata & Chamdani (2021), dan dalam
https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=Wwvd4EyrrQoM5HHyT7ztD/baWtcwSfg80Gz6e00m
bBP3iRnJIKe04VKucKyKuGTA.
46 SKB adalah perorangan atau firma yang menjadi mitra Kementerian ATR/BPN dalam melakukan
survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah. SKB diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Lihat ketentuanya dalam Peraturan
Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017.
47 Selain didorong oleh motif semacam ini, perilaku diatas juga karena mengadopsi hukum adat yang
mengakui hak milik atas tanah dari seseorang apabila sudah diberikan kewenangan untuk
mengalihtangankan. Lihat misalnya dalam Soesangobeng (2004, p. 9).
43
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pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lewat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)
kesulitan menemukan tanah-tanah perorangan atau bidang murni untuk didaftarkan.
Sebagai solusi, kantor wilayah pertanahan dan kantor pertanahan mencari bakal bidang
(fresh land) dengan cara meminta kepala adat untuk menandatangani surat-surat
pelepasan hak atas tanah. Surat-surat ini dipakai sebagai syarat untuk mendaftarkan
bagian-bagian tanah ulayat sebagai milik perorangan.48
Di Kota Sungai Penuh, Jambi, PTSL mengukur dan memetakan 21 dan
mengidentifikasi 10 lokasi tanah perorangan (rincikan) yang diklaim oleh pemimpin adat
(depati, mamak kepala waris) masih bagian dari tanah ulayat (tanah pusako kaum) karena
terletak dalam tanah parit bersegi empat. Sebagai tanah pusako kaum, anggota kaum yang
berdiam di luhah49 hanya diperbolehkan memiliki hak pakai yang dapat dipunyai selama
dibutuhkan dan dapat diwariskan. Pemiliknya juga dapat menyewakan kepada anggota
kaum atau orang luar. Penggunaan tanah ini adalah untuk perumahan. Sejumlah luhah
seperti 6 luhah yang terdapat di kelurahan Sungai Penuh, mengenakan sanksi adat berupa
denda bagi para anggotanya yang mendaftarkan sertifikat tanah-tanah hak pakainya
(Simarmata & Chamdani, 2021).
Sejumlah pegawai di Kantor Pertanahan Sungai Penuh, terutama yang asalnya
dari sekitarnya, sudah mengetahui bahkan menyadari keberadaan tanah-tanah ulayat di
daerah ini. Pengetahuan dan kesadaran itu didapat dan terbentuk salah satunya dari
melakukan interaksi sosial dengan penduduk. Mereka mendapati bahwa hukum adat
(limbago) untuk pertanahan, perkawinan dan mendirikan rumah, masih cukup kuat.
Sebuah laporan analisis risiko yang disiapkan oleh Unit Manajemen Proyek dari Program
Percepatan Reforma Agraria (PPRA) menguatkan informasi mengenai keberadaan tanahtanah ulayat tersebut dengan menyebutkan terdapat di lima desa dan 6 kelurahan. Laporan
ini menyarankan agar di lokasi-lokasi tersebut tidak dilakukan PTSL sampai pemerintah
kota Sungai Penuh menerbitkan peraturan daerah mengenai pengakuan masyarakat
hukum adat.50
Kantor Pertanahan Sungai Penuh tetap memasukkan lokasi-lokasi yang
disebutkan dalam laporan tersebut ke dalam keputusan penetapan lokasi PTSL dan

Wawancara dengan jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Ruang dan Pertanahan,
Kementerian ATR/BPN, 18 September 2020.
49 Unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat Melayu di Sungai Penuh dan sekitarnya. Dalam
struktur pemerintahan desa, luhah biasanya menjadi dusun.
50 Unit Manajemen Proyek – Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) (2020) Lembar
Rangkuman Analisa Resiko; Daftar Resiko Area of Interest (AOI) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
48
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kemudian melakukan pengukuran dan pemetaan. Beberapa alasan pembenar
dikemukakan yaitu, pertama, bidang-bidang tanah tersebut dalam faktanya sudah
dikuasai dan dipakai 20 tahun atau lebih serta telah dimiliki secara turun temurun. Sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan tahun 1997, tanah-tanah tersebut dianggap sebagai tanah bekas milik adat dan
dapat didaftarkan sebagai hak milik perorangan. Kedua, belum ada peraturan Kota Sungai
Penuh mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Ketiga, para pemuka adat tidak
keberatan tanah-tanah tersebut didaftarkan asalkan tidak sampai diterbitkan SHAT.
Seperti sudah disebutkan bahwa sebanyak 21 lokasi yang disinyalir merupakan
bagian dari tanah pusako kaum telah diukur dan dipetakan oleh Kantor Pertanahan Sungai
Penuh. Namun, pada akhirnya output yang diterima hanya berupa Peta Bidang Tanah
(PBT) Sementara karena mempertimbangkan statusnya sebagai bagian dari tanah
ulayat.51 Pencabutan PBT Sementara dan digantikan dengan PBT tetap serta
pencatatannya dalam daftar tanah baru akan dilakukan setelah ada peraturan daerah kota
Sungai Penuh mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.
Di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Kantor Pertanahan menerbitkan SHAT
atas nama perorangan untuk tanah ganggam bauntuak melalui Prona dan PTSL. Namun,
karena tanah itu milik kelompok yaitu kaum, Kantor Pertanahan mewajibkan pemohon
untuk menyerahkan surat pernyataan kesepakatan/persetujuan dari pimpinan kaum. Surat
tersebut dihasilkan dari rapat kaum yang dipimpin oleh pimpinan kaum. Sejumlah
pemimpin kaum di Nagari ini mengatakan kepada petugas Kantor Pertanahan bahwa
mereka tidak setuju ganggam bauntuak didaftarkan. Alasan yang dikemukakan bahwa
tanah ganggam bauntuak adalah tanah ulayat kaum yang digunakan oleh anggota kaum
dengan hak pakai. Pemegang hak ini dapat menggunakan tanahnya untuk perumahan dan
pertanian selama dibutuhkan. Sertifikasi akan membuat pemegang tanah ganggam
bauntuak berpikir menjadi pemegang hak milik perorangan atas tanah tersebut. Bila status
berubah seperti itu maka pemilik tidak merasa berkewajiban untuk melaporkan atau
mendapatkan persetujuan dari mamak kepala apabila hendak mentransaksikkan tanahnya.
Prona juga ditolak di Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman karena dianggap
dapat memicu perpecahan di antara anggota kaum akibat individualisasi tanah ulayat

Output ini dianggap mirip dengan Nomor Identifikasi Sementara yang ditentukan dalam Surat
Edaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemenataan Pertanahan dan Ruang tahun 2020.
51
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(Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atma Jaya & Badan Pertanahan Nasional, 1998,
p. 71-72; Nugraha, Guntur & Kistiyah, 2020).
Pada tanggal 15 Desember 2019, Penulis berkesempatan mendampingi 3 pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat melakukan pengumpulan
data yuridis untuk keperluan PTSL di dua desa yaitu desa Saujing Giling Manik dan
Sungai Abau. Penulis berkesempatan berbicara dengan kepala Desa Saujing Giling
Manik dan bertanya apakah didesa tersebut ada tanah yang masih dimiliki secara
komunal. Dari penjelasan kepala desa, Penulis menyimpulkan di desa tersebut masih
terdapat tanah komunal atau yang dimiliki secara bersama oleh penduduk desa yang
terletak dalam Areal Penggunaan Lain. Tanah dengan kepemilikan komunal bisa juga
dijumpai di tempat lain di kabupaten ini yaitu di desa Tanjung Intan, Kecamatan
Mentebah. Desa ini memiliki tanah seluas 425 ha tanah kas desa. Seluas 400 ha untuk
digarap oleh penduduk desa, pembangunan infrastruktur desa, dan pendapatan desa.
Sedangkan 25 ha untuk keperluan pemerintahan desa dan sosial. Namun, kepemilikan
komunal seperti yang terekam di dua desa ini tidak tergambar dalam statistik tanah
terdaftar di Kapuas Hulu. Sampai dengan awal tahun 2020 terdapat 65.906 bidang tanah
terdaftar di Kapuas Hulu. Namun, tidak satu pun yang terdaftar sebagai hak milik
bersama atau tanah ulayat. Hak milik yang berjumlah 65.000 bidang tidak satu pun yang
terdaftar sebagai hak milik bersama (Simarmata & Yonas, 2020).
Di daerah-daerah yang menolak pensertifikatan tanah-tanah ulayat menjadi tanah
milik perorangan, seperti Sumatera Barat dan Bali, kantor-kantor Pertanahan menerbitkan
sertifikat hak milik bersama. Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pendaftaran tanah
milik bersama kaum dilakukan dengan mensyaratkan hal-hal berikut, Pertama, kaum
bersangkutan harus menunjuk nama yang akan disebutkan di dalam sertifikat, bisa
mamak kepala waris atau salah satu anggota kaum. Kedua, menyiapkan warkah tanah
berupa surat pernyataan kepemilikan bersama, surat persetujuan atau kesepakatan kaum
untuk menerima pendaftaran tanah, dan surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh
camat. Ketiga, menyiapkan silsilah (ranji) kaum sampai 3 generasi (Riardo, 2019, p, 201202). Menurut surat edaran Pemerintah DATI I Sumatera Barat c.q. Direktorat Agraria
Nomor DA-6929/III/2P/1978, dokumen ranji harus ditandatangani oleh ketua Kerapatan
Adat Nagari, penghulu suku, wali nagari, dan camat. Ada variasi antar daerah mengenai
nama yang disebutkan sebagai pemegang hak milik dalam sertifikat. Di Kabupaten
Padang Pariaman ada yang hanya menyebut mamak sebagai pemilik, sedangkan di
Kabupaten Tanah Datar menambahkannya dengan menyebut seluruh nama kemenakan.
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Nama-nama itu dituliskan di bawah nama mamak yang bertindak sebagai pemilik hak.
Surat edaran diatas sebenarnya menghendaki nama-nama kemenakan disebutkan.
Dari kacamata hukum pertanahan formal, penyebutan seluruh anggota kaum
dalam sertifikat tidak melahirkan suatu implikasi hukum karena hanya nama yang disebut
sebagai pemilik yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum menyangkut
tanah tersebut. Karena itu, penyebutan nama-nama tersebut lebih tepat dipahami sebagai
tindakan hukum pertanahan formal mengakomodasi kepentingan adat. Bagi adat,
penyebutan itu merupakan cara berkomunikasi ke dalam dan keluar yaitu
memberitahukan bahwa tanah tersebut bukan milik mamak melainkan milik bersama satu
kaum. Ini juga menjadi cara untuk mencegah terjadinya pengalaman-pengalaman buruk
sebelumnya yaitu, bagi tanah yang dalam sertifikat-nya hanya menyebut nama mamak,
pengalihtanganan tanah ulayat kaum kepada pihak lain oleh mamak tanpa sepengetahuan
kemenakan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria & Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017, p. 71).
Akomodasi serupa dengan maksud yang berbeda juga bisa ditemukan pada
pemberian 150 SHAT perorangan kepada orang Tengger di Desa Ngadisari, Kecamatan
Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada tahun 2015 (Sembiring, 2018). Pada halaman
Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, terdapat kalimat
dengan bunyi:
“Berdasarkan Peraturan Desa Ngadisari, Kec. Sukapura Nomor 02 Tahun 2015
Menyatakan Bahwa Tanah ini Tidak Boleh Dijual atau Disewakan dengan Pihak Luar
Atau Antar Warga Tanpa Rekomendasi Kepala Desa dan Kepala Adat”.
Kalimat di atas adalah kutipan dari salah satu ketentuan yang terdapat dalam
Peraturan Desa Ngadisari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pengaturan Tanah di
Desa. Ketentuan ini merupakan hukum adat yang sudah dipraktikkan sebelumnya yang
belakangan diformalisasi lewat peraturan desa (Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017, p. 60).
Akomodasi ini menguatkan atau menambah daya berlaku ketentuan yang asalnya dari
hukum adat tersebut, karena sekarang menjadi bagian dari aturan formal mengenai
pengalihan hak atas tanah. Sekarang, perbuatan pengalihan atau pembebanan atas tanah
bersertifikat tersebut wajib memperhatikan ketentuan tersebut. Pada kasus ini terjadi apa
yang oleh Paul Bohannan disebut sebagai double institutionalization. Aturan adat Desa
Ngadisari yang melarang jual beli atau sewa tanah kepada orang luar atau sesama warga
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kecuali dengan rekomendasi kepala desa dan kepala adat semakin memiliki karakter
sebagai aturan hukum karena dikuatkan atau diformalisasi oleh peraturan desa dan SHAT.
B.

Tanah ulayat
Berdasarkan uraian pada bagian III.B, dapat dipahami bahwa saat ini hukum

pertanahan formal mengatur tanah ulayat baik untuk keperluan pendaftaran maupun
penatausahaan. Keduanya melalui proses kadastral. Bedanya, pendaftaran tanah berakhir
dengan penerbitan SHAT sedangkan penatausahaan dengan pencatatan didaftar tanah.
Dapat dikatakan bahwa penatausahaan adalah kegiatan kadastral yang tidak sampai pada
penerbitan SHAT. Munculnya dua bentuk proses kadastral terhadap tanah ulayat berawal
dari pemberlakuan Peraturan Menteri Agaria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9/2015 yang digantikan dengan Peraturan Menteri Nomor 10/2016.
Kedua peraturan ini memperkenalkan istilah hak komunal yang penetapannya dengan
menerbitkan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat. Peraturan ini menyamakan
hak komunal dengan hak ulayat.52 Kebijakan sertifikasi hak komunal diakhiri dengan
berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
18/2019. Peraturan ini mengembalikan kebijakan sebelumnya yaitu penetapan tanah
ulayat dengan hanya mencatatkannya dalam daftar tanah. Namun, perubahan regulasi ini
tidak sinkron dengan struktur organisasi Kementerian ATR/BPN yang masih
menggunakan nomenklatur ‘tanah komunal’ dan ‘hak komunal’.53
Implementasi Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional tahun 2015 dan 2016 yang menyasar penetapan hak komunal, menghasilkan dua
produk akhir yang berbeda. Produk akhir yang pertama berupa sertifikat hak milik, dan
yang kedua surat keputusan menteri mengenai pengakuan dan penegasan hak komunal.
Produk pertama dihasilkan dari kegiatan pendaftaran/kadastral sedangkan produk kedua
dari kegiatan pra pendaftaran/kadastral. Produk berupa sertifikat telah diberikan kepada
beberapa desa Pakraman di Bali. Misalnya dua sertifikat yang diberikan kepada desa
Pakraman Panarungan di Kabupaten Badung. Seperti sudah disebutkan, di dalam
sertifikat tersebut terdapat keterangan anggota krama yang sedang menggunakan atau

Penyamaan hak komunal dengan hak ulayat dianggap keliru dan berpeluang menimbulkan
masalah. Disebut keliru karena hak ulayat lebih luas dari hak komunal. Dinilai bisa menimbulkan
masalah karena dapat mengabaikan hak-hak perseorangan yang terdapat dapat dalam tanah hak
ulayat. Lihat dalam Sumardjono (2016, p. 6) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2017, p. 53).
52

Direktoratnya bernama Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Subdirektoratnya
bernama Tanah Ulayat dan Hak Komunal. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.
53
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menggarap tanah ulayat. Pemberian sertifikat hak milik kepada masyarakat hukum adat
ini menjadi satu-satunya di Indonesia.
Selain lewat skema implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tahun
2015 dan 2016, pendaftaran tanah ulayat juga berlangsung dalam PTSL. Seperti pada
PTSL di kota Sungai Penuh, pendaftaran baru berakhir atau terhenti pada pembuatan PBT
sementara. Tanah-tanah tersebut dicatatkan sebagai tanah-tanah yang belum jelas subjek
haknya sehingga dimasukkan ke Kluster 3.
Di tempat lain implementasi baru berupa melangsungkan kegiatan-kegiatan pra
pendaftaran dengan surat keputusan menteri mengenai penegasan dan pengakuan hak
komunal sebagai produk akhirnya. Tabel 3 di bawah ini menginformasikan komunitaskomunitas adat yang mendapatkan surat tersebut:

Tabel 3: Komunitas adat Penerima SK Menteri Penegasan Hak Komunal

Komunitas

Surat Keputusan

Luas hak
komunal

Masyarakat Adat Baduy, Kabupaten

Keputusan Menteri ATR/

5.136,58

Lebak

BPN Nomor 215/ KEP-7.1/

Ha

IX/ 2015
Kampung Adat Naga, Desa Neglasari,

Keputusan Menteri ATR/

Kecamatan Salawu, Kabupaten

BPN Nomor 216/ KEP-7.1/

Tasikmalaya

IX/ 2015

Masyarakat Hukum Adat Suku Moi 14

Keputusan Menteri ATR/

Marga di Kampung Klayas, Malabam,

BPN Nomor 242/ KEP-7.1/

Seget, Wawenagu, dan Wayangede,

VII/ 2016

10,6 Ha

7500 Ha

Distrik Seget, Kabupaten Sorong

Masyarakat Hukum Adat Marga Agofa,

Keputusan Menteri ATR/

Kampung Onar Baru dan Onar Lama,

BPN Nomor 243/ KEP-7.1/

Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk

VII/ 2016

Bintuni
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Masyarakat Hukum Adat Suku Moi

Keputusan Menteri ATR/

Marga Kami, Kokmala dan Usili di

BPN Nomor Nomor 244/

Kampung Arar, Distrik Mayamuk,

KEP-7.1/ VII/ 2016

766 Ha

Kabupaten Sorong

Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri

Keputusan Menteri ATR/

3.943,29

Keret Rumsayot, Rumadas, Rumbobiar,

BPN Nomor 245/ KEP-7.1/

Ha

Rumbrawer, Rumfabe dan Rumbruben

VII/ 2016

di Pulau Mansinam, Distrik Manokwari
Timur, Kabupaten Manokwari

Sumber: Simarmata & Sasmitha (2020), “Self-Determined Land Rights in Indonesia: a
review on various tenure recognition options”, Appendix 2, Forest People Programme.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam keenam surat keputusan di atas adalah:
1)

Penegasan terhadap hak-hak komunal masyarakat yang disebutkan di dalam surat
keputusan dengan menyebutkan luasannya

2)

Kewajiban untuk mengurus pelepasan bila terdapat kawasan hutan atau tanah aset
pemerintah/BUMN/BUMD dalam areal hak komunal

3)

Perintah kepada Kantor Pertanahan setempat untuk mendaftarkan hak komunal
yang ditegaskan atau diakui

4)

Kewajiban-kewajiban pemilik hak komunal seperti menggunakan tanah sesuai
peruntukan, dan menjaga kesuburan tanah

5)

Larangan-larangan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah hak komunal yaitu
menjadikannya sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, dan
menggadaikannya

6)

Hak untuk mengalihkan hak komunal dengan mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan yang ketiga di atas menjelaskan bahwa surat menteri mengenai

keputusan penegasan dan pengakuan hak komunal merupakan syarat atau langkah yang
diperlukan untuk proses pendaftaran hak komunal. Dengan begitu, rangkaian kegiatan
untuk menghasilkan surat keputusan menteri ini belum merupakan aktivitas kadastral. Ini
masih merupakan kegiatan pra kadastral/pendaftaran.
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Rangkaian kegiatan menuju penerbitan surat keputusan menteri diawali dengan
surat permohonan yang diajukan oleh kepala adat mewakili komunitasnya, kepada
Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pada kasus
permohonan dari suku Doreri, Kabupaten Manokwari, permohonan diajukan oleh tiga
orang sebagai perwakilan suku. Surat permohonan disertai beberapa lampiran dokumen
yaitu:
1)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Komunal

2)

Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Komunal

3)

Surat Ketua Dewan Masyarakat Adat

4)

Sketsa batas hak komunal

5)

Photo copy nama-nama pemohon selaku perwakilan komunitas

6)

Surat keputusan Bupati mengenai pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat

Kedua surat yang pertama merupakan dokumen yang menjelaskan riwayat tanah.
Didalamnya terdapat informasi yang menerangkan cara mendapatkan hak komunal
tersebut misalnya dengan pewarisan. Surat pertama dibuat dan ditandatangani oleh ketua
dewan adat dan kepala suku. Surat kedua dibuat oleh kepala kampung dan kepala distrik.
Pada kasus masyarakat Baduy, surat permohonan yang diajukan oleh kepala Desa
Kanekes pada Agustus 2015 menyertakan sebagai lampiran yaitu Perda pengakuan oleh
Pemerintah Kabupaten, Peta Bidang lokasi tanah ulayat, dan struktur adat dan
pemeritahan desa.
Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merespon
permintaan penegasan dan pengakuan dengan cara memerintah kantor wilayah dan kantor
pertanahan untuk membentuk tim yang diberikan tugas melakukan pengumpulan data
fisik dan administrasi. Hasil kerja tim dijadikan bahan pertimbangan oleh kantor
pertanahan dan atau kantor wilayah untuk meminta Menteri Agraria & Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat keputusan penegasan dan
pengakuan. Atas dasar permohonan tersebut, Menteri menerbitkan surat keputusan
kepada komunitas-komunitas adat yang terdapat di 5 kabupaten seperti disebutkan dalam
tabel di atas.
Penggunaan istilah ‘penegasan’ atau ‘pengakuan’ dalam judul surat keputusan
Menteri bermakna bahwa hak komunal bukan berasal dari tanah negara. Hak komunal
dianggap sebagai hak yang berasal atau dilahirkan oleh hukum adat. Ini dikuatkan dengan
diharuskannya para pemohon untuk menyertakan surat pernyataan atau surat keterangan
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kepemilikan tanah. Dalam surat ini dijelaskan bahwa asal-usul tanah tersebut adalah dari
pewarisan. Namun, penggunaan kedua istilah itu juga berarti berlangsungnya proses
konversi. Hal ini membingungkan karena surat keputusan menteri memerintahkan
pendaftarannya sebagai hak komunal, bukan menjadi hak milik atau hak pakai
(Sembiring, 2018, p. 171).
Bagi masyarakat Baduy, kehadiran surat keputusan Menteri bukanlah merupakan
kemajuan karena pada tahun 2002 sudah dilakukan kegiatan kadastral yang menghasilkan
peta bidang.54 Peta Bidang ini telah dicatatkan dalam daftar tanah. Bila penerbitan surat
keputusan Menteri tersebut merupakan kegiatan pra kadastral maka itu merupakan
kemunduran bagi masyarakat Baduy.

V.

NEGARAISASI DAN INDIVIDUALISASI DALAM PENDAFTARAN
TANAH ADAT
Individualisasi dan negaraisasi merupakan dua metode yang merepresentasikan

secara kuat orientasi negara dalam pendaftaran tanah adat. Individualisasi terjadi karena
pendaftaran tanah mengubah bagian-bagian tanah ulayat atau tanah milik bersama satu
keturunan yang digarap dengan hak pakai oleh anggota MHA atau orang luar, menjadi
tanah milik perorangan dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Dengan begitu,
individualisasi mendatangkan dua perubahan sekaligus, yaitu sifat kepemilikan, dari
komunal menjadi individual, dan rejim aturan yang diberlakukan, hukum adat digantikan
dengan hukum pertanahan formal. Perubahan yang kedua juga berarti berlangsungnya
negaraisasi atas tanah-tanah adat. Selain melalui rute individualisasi, negaraisasi juga
berlangsung lewat pemberlakuan dan penetapan tanah-tanah adat perorangan dan tanah
ulayat sebagai tanah negara. Bisa disimpulkan bahwa individualisasi dan negaraisasi
berujung pada akibat yang serupa yaitu formalisasi tanah-tanah adat.
Formalisasi karena individualisasi berpotensi melemahkan atau bahkan
menghapuskan kewenangan otoritas adat atas tanah. Paralel dengan itu, kewenangan
negara dapat menguat atau paling tidak akan terjadi berbagai kuasa pengaturan.
Pemangku adat di sejumlah tempat, memandang tanah-tanah adat yang sudah
disertifikatkan menjadi tanah hak milik, telah hijrah ke yurisdiksi hukum negara dan
karena itu tidak lagi berada dalam jangkauan otoritas mereka. Seorang tetua adat

54

Peta Bidang atau Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor 00001.
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masyarakat Melayu di kota Sungai Penuh, menyampaikan penjelasan berikut mengapa
situasi tersebut bisa dikatakan sebagai hijrah hukum:
“Karena tanah bersertifikat itu sudah punya kekuatan hukum (dari negara-Pen)
maka adat tidak bisa bertindak terlalu jauh, tidak bisa mengubah keabsahan sertifikat”.55
Hijrah juga dianggap menyebabkan tanah-tanah tersebut tidak lagi berada dalam
lebensraum adat yang dapat mengakhiri sifat sakralnya (Suwitra, 2010, hlm. 115). Hijrah
juga bisa mengakibatkan tanah menjadi liar dari segi harga karena penentuannya sudah
diserahkan kepada mekanisme pasar (Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat Atma
Jaya & Badan Pertanahan Nasional, 1998).
Individualisasi dan negaraisasi tanah-tanah adat dimungkinkan oleh kombinasi
dari tujuh faktor. Pertama, konsep atau kerangka pikir yang memahami istilah
beschikkingrecht sebagai kategori hak atas tanah. Akibatnya, tanah hak ulayat yang akan
ditatausaha adalah yang betul-betul bebas dari hak-hak perseorangan seperti hak pakai.
Jika ternyata terdapat hak pakai perseorangan di atasnya, akan dijadikan sebagai obyek
pendaftaran tanah perorangan. Soesangobeng (2014) menjelaskan bahwa istilah
beschikkingrecht sebenarnya tidak menunjuk pada suatu hak atas tanah. Istilah ini lebih
cocok diterjemahkan sebagai hukum tanah adat Indonesia; suatu sistem hukum tanah
yang unik dan tidak bisa dipadankan dengan sistem hukum tanah Barat. Karena itu, yang
perlu didaftarkan bukan hak ulayat melainkan hak-hak yang muncul darinya (Sembiring,
2018, p. 157).
Kedua, kepentingan pembangunan yaitu penyediaan lahan untuk kegiatan
investasi di bidang perkebunan, pertambangan, peternakan, perumahan, dan industri
adalah motif dibalik pembuatan sejumlah regulasi daerah yang menetapkan tanah-tanah
ulayat sebagai tanah negara. Pemberian hak-hak atas tanah kepada individu atau badan
usaha akan lebih muda dengan perubahan itu.
Ketiga, pengetahuan aparatur kantor pertanahan dan surveyor kadastral berlisensi
mengenai sistem penguasaan tanah adat yang jauh dari cukup. Pendidikan yang tidak
berlatar ilmu sosial atau ilmu hukum dan tidak mendapatkan materi-materi pelatihan
mengenai sistem tanah adat, telah menjadi sebab dari persoalan ini.
Keempat, memahami aturan hukum secara sepotong-sepotong oleh penyelenggara
pemerintahan. Faktor ini telah menyebabkan pendaftaran tanah-tanah bekas milik adat di
luar Jawa dan Bali, sebagian besar dilakukan lewat pemberian hak. Tanah-tanah

55 Wawancara dengan Basyarin, tetua adat Kecamatan Kumun Debai, Sungai Penuh, 27 Oktober 2020.
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didaftarkan lewat metode ini dengan alasan pemohon pendaftaran tidak dapat
menyediakan bukti-bukti kepemilikan. Petugas pertanahan tidak memperhatikan aturan
hukum yang menentukan bahwa penguasaan efektif 20 tahun atau lebih sebagai syarat
pengganti bila bukti-bukti kepemilikan tidak lagi tersedia. Karena faktor penguasaan ini
tidak diperhatikan dan bukti-bukti kepemilikan tidak ada, alhasil tanah-tanah tersebut
diakui sebagai tanah negara (Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat Atma Jaya &
Badan Pertanahan Nasional, 1998, p. 184). Ada kemungkinan, tafsir hukum secara
parsial ini bawaan dari kebiasaan melakukan konversi tanah bekas milik adat di pulau
Jawa dan Bali. Di daerah ini, tanda bukti, terutama bukti pembayaran pajak, banyak
dijadikan sebagai bukti kepemilikan.
Kelima, tata cara pendaftaran tanah (sistematis) yang tidak memberi kesempatan
yang cukup bagi kantor pertanahan untuk memahami dan mengidentifikasi keberadaan
tanah hak ulayat. Kuncinya adalah pada tahapan penetapan lokasi pendaftaran tanah yang
selama ini diselenggarakan dengan tidak memberi waktu yang cukup untuk bertemu dan
berdiskusi dengan para pemangku adat (Simarmata & Chamdani, 2021).
Keenam, kepentingan untuk mencapai target pendaftaran tanah sistematis yang
menjadikan jumlah bidang sebagai ukuran keberhasilan.56 Dengan menggunakan ukuran
ini, Kementerian ATR/BPN bisa mendapatkan lebih banyak anggaran untuk pendaftaran
tanah sistematis. Pendaftaran tanah ulayat menjadi hanya satu atau beberapa bidang
sekalipun cukup atau sangat luas, dinilai tidak mendukung kepentingan ini. Karena itu,
di daerah-daerah yang masih kuat hukum adat atas tanah dan memiliki sertifikat tanah
tidak dianggap sebagai kebutuhan, seperti Papua, kantor-kantor pertanahan terpaksa
memformalisasi tanah-tanah ulayat menjadi tanah perorangan ulayat. Langkah ini
dilakukan sekalipun diketahui bahwa tanah-tanah tersebut sebenarnya masih bagian dari
tanah ulayat.
Ketujuh, pemikiran yang menyatakan tanah-tanah adat masuk ke dalam kategori
tanah negara. Pemikiran ini mendapatkan sokongan dari sebuah konsep akademik yang
membagi tanah menurut statusnya menjadi hanya dua yaitu tanah negara dan tanah hak.
Tanah-tanah bekas milik adat diproyeksikan akan menjadi tanah hak lewat konversi. Lagi
pula, dalam praktik tanah-tanah adat perorangan yang tidak bisa diklasifikasi sebagai
tanah bekas milik adat karena tidak diperkuat dengan bukti-bukti kepemilikan, langsung
Untuk bidang pendaftaran tanah yang menjadi indikator kinerja adalah jumlah bidang terdaftar
dibandingkan dengan jumlah bidang tanah. Lihat informasi lengkapnya dalam Rencana Strategis
Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
56
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dianggap sebagai tanah negara. Tanah hak ulayat tidak bisa dimasukkan ke dalam tanah
hak karena memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan menggunakan silogisme, konsep
ini menyimpulkan tanah adat perorangan yang tidak bisa dibuktikan sebagai tanah bekas
milik adat dan tanah ulayat masuk sebagai golongan tanah negara.57 Di sejumlah tempat
konsep atau pandangan akademik di atas didukung oleh hadirnya regulasi-regulasi daerah
yang intinya menetapkan bahwa di daerah-daerah tersebut tanah-tanah adat sudah tidak
ada karena beralih menjadi tanah negara.
Salah satu kepentingan mengasumsikan dan menetapkan tanah-tanah adat sebagai
tanah negara adalah untuk memudahkan pemberian hak-hak atas tanah kepada pihak di
luar masyarakat hukum adat. Hak-hak tersebut diberikan kepada perseorangan dan badan
hukum. Dengan demikian, individualisasi yang disertai dengan pengambilalihan terjadi
pada tanah-tanah adat.
Orientasi untuk meng-individualisasi dan meng-negaraisasi tanah-tanah adat
dalam pendaftaran tanah melahirkan dua perilaku di kalangan aparatur pertanahan.
Pertama, tidak tertarik untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memahami
nature hak ulayat dan dengan karena itu akomodatif terhadapnya; dan (ii) menafsir,
mengembangkan dan melaksanakan peraturan perundangan dengan cara menjauhi ratio
legis-nya.
Seperti sudah dikemukakan, sejumlah kalangan sudah memberikan usulan kepada
pemerintah agar pengakuan terhadap tanah hak ulayat dilakukan dengan sekaligus
menyebutkan hak perseorangan yang terdapat di atasnya (Pusat Kajian Pengembangan
Masyarakat Atma Jaya & Badan Pertanahan Nasional, 1998, p. 94; Suwitra, 2010;
Nugraha, Guntur & Kistiyah, 2020).58 Usulan ini berdiri di atas suatu pemikiran bahwa
tanah adat perseorangan tidak pernah terpisah dengan hak ulayat. Tanah adat
perseorangan akan selalu menjadi bagian dari tanah hak ulayat. Menguatkan tanah ada
perseorangan hanya berakibat melemahnya kewenangan ulayat terhadapnya, bukan
menghilangnya kewenangannya (Soesangobeng, 2004, p. 9).
Cara yang mengusung gagasan tumbuhnya relasi akomodatif antara hukum adathukum negara ini, menghindari kewenangan ulayat merosot dan luasan tanah ulayat
berkurang. Cara ini bahkan dianggap bisa mencegah desakralisasi tidak terjadi pada

Deskripsi mengenai konsep atau argumen ini dapat dilihat pada Harsono (2005).
Cara semacam ini dipraktekan di Malaysia bagian Barat namun dengan tidak menamai hubungan
hukum perseorangan dengan bidang tanah yang terdapat dalam tanah ulayat sebagai hak, melainkan
penguasaan (occupancy). Lihat dalam Simpson (1976).
57
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tanah-tanah adat (Suwitra, 2010). Dalam praktik, caranya ini sudah dicobakan di
kabupaten Badung, Bali. Pada tahun 2018, Kantor Pertanahan Badung menerbitkan
beberapa sertifikat hak milik diberikan untuk atas nama Desa Pakraman Penarungan.
Dalam sertifikat terdapat keterangan yang mengatakan bahwa bidang tanah ulayat
tersebut sedang dimanfaatkan dan digunakan oleh salah seorang anggota/warga desa
Pakraman Penarungan. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Desa Adat di Bali, dan Surat Keputusan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman
di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, desa
Pakraman merupakan masyarakat hukum adat.
Namun, percobaan yang sudah dilakukan di sejumlah tempat di Bali, dipersoalkan
karena menyebabkan hak ulayat berubah menjadi tanah hak yaitu hak milik, yang
dibuktikan dengan sertifikat (Sembiring, 2018; Simarmata & Tody Sasmitha, 2021).
Untuk menghindari hal seperti ini terjadi, sejumlah kalangan juga sudah menyarankan
agar tanah-tanah hak ulayat cukup diadministrasi dengan cara mencatatkannya dalam
daftar tanah. Ini dianggap sudah dapat memberikan kepastian hukum kepada tanah ulayat
(Riadi, 2008).59 Lagi pula, karena sifat komunalistiknya, tanah hak ulayat memang bukan
objek pendaftaran untuk keperluan menerbitkan hak atas tanah.60 Pemberian hak-hak atas
tanah oleh pemerintah di atas tanah ulayat tersebut kepada pihak-pihak luar dapat
dilakukan dengan syarat ada perjanjian antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar.
Salah satu klausul dalam perjanjian menyebutkan bahwa tanah akan dikembalikan kepada
masyarakat hukum adat apabila masa berlaku hak atas tanah berakhir (Sumardjono,
2005)61. Strategi akomodatif ini dianggap bisa membuat masyarakat hukum adat mampu
mempertahankan kewenangan ulayatnya.
Perilaku menafsir, mengembangkan dan melaksanakan aturan hukum yang
menjauhi ratio legis-nya, terlihat pada pelaksanaan penerbitan SHAT sebagai hasil akhir
untuk penatausahaan tanah hak ulayat.

Ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri

ATR/Kepala BPN tahun 2015 dan 2016 dan PP tahun 2021. Ketiga peraturan ini

Metode ini sudah pernah diterapkan di Malawi. Di negara ini peta pendaftaran tanah hanya
menyebutkan batas-batas tanah ulayat dan nama pemiliknya, dengan tidak menyebut nama hak.
Ketentuannya diatur dalam Customary Land Development Act tahun 1967. Lihat dalam Simpson
(1976).
60 Soesangobeng (2004, p. 10).
61 ‘Permasalahan Hutan (di atas tanah hak) Ulayat’, paper dipresentasikan pada seminar ‘Hak-Hak
Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau tentang Hutan Tanah Ulayat, Lembaga Adat Melayu Riau,
Pekanbaru, 26-28 Februari.
59
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berpikiran sama bahwa

di atas tanah hak ulayat harus diterbitkan sertifikat untuk

keperluan kepastian hukum dan perlindungan hak. Kedua peraturan menteri
membayangkan sertifikat hak komunal, sedangkan PP dengan sertifikat hak pengelolaan
(HPL). Dengan sertifikat, pihak luar diharapkan melihat ada kepastian hukum dalam
tanah hak ulayat.62
Cara seperti di atas yang dimaksudkan untuk menghadirkan kepastian hukum bagi
tanah hak ulayat sebenarnya menjauhi ratio legis ketentuan mengenai pengakuan tanah
hak ulayat yang tertulis dalam UUD 1945 dan UUPA. Ketentuan-ketentuan ini
mempunyai logika bahwa dengan pengakuan hak-hak adat yang berasal dari sistem
hukum adat mempunyai validitas atau legitimasi. Ini mengasumsikan sistem hukum adat
bekerja efektif untuk mengatur perolehan dan peralihan hak-hak adat. Sementara, untuk
tanah-tanah ulayat yang di atasnya diberikan HPL dan dilanjutkan dengan pemberian hakhak atas tanah, akan diberlakukan ketentuan formal mengenai pemberian hak, peralihan
hak, hak dan kewajiban pemegang HPL dan hak atas tanah, masa berlaku hak, dan
hapusnya hak. Jika para pemuka dan anggota adat memandang SHAT sebagai bentuk
hijrah tanah-tanah adat ke lingkungan hukum yang lain (formal) maka keadaan ini akan
menciptakan cara baru melakukan negaraisasi tanah-tanah hak ulayat. Seperti sudah
diingatkan oleh Fitzpatrick (1997, p. 173), cara-cara yang memaksakan keberlakuan
hukum tanah modern ini bertentangan keinginan UUPA yang lain yaitu menghormati
hukum adat

VI.

PENUTUP
Penyelenggara pemerintahan tidak menghendaki koeksistensi hukum negara dan

hukum adat dalam mengatur pertanahan yang ditunjukan dengan perilaku mengelak
metode konversi (penegasan, pengakuan) dan menggantikannya dengan pengakuan
dalam pendaftaran tanah bekas milik adat, dan pendaftaran tanah-tanah hak pakai turun
temurun sebagai tanah hak milik. Dibalik semua ini adalah keinginan kuat negara atau
pemerintah untuk menjadikan pendaftaran tanah sebagai metode untuk menciptakan
kesatuan hukum tanah nasional. Kesatuan hukum akan memudahkan pemerintah
menyediakan tanah untuk keperluan pembangunan. Akan tetapi, keinginan ini
berseberangan dengan harapan lain dari UUD 1945 dan UUPA untuk tanah-tanah adat
yaitu membuatnya memiliki daya laku sebagai bagian dari keinginan untuk melihat
Wawancara dengan M, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT,
Kementerian ATR/BPN, 23 Oktober 2020.
62

31

The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies (2021), Vol. 1 No. 1 Page xx-xx
ISSN: https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls

hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara. Pendaftaran tanah sebagai
bagian dari pengakuan, dibayangkan akan memperhatikan eksistensi hak-hak adat tanah
dan kemudian memberi posisi yang tepat baginya dalam sistem penguasaan atas tanah.
Seiring waktu, harapan atau perhatian untuk mengakui tanah-tanah adat lewat
pendaftaran, tidak berkembang. Pada periode tertentu perhatian ini menjadi agenda
pemerintahan, namun dipahami dan dilaksanakan dengan pembelokan-pembelokan
sehingga berakhir dengan individualisasi dan negaraisasi. Sejauh ini individualisasi,
negaraisasi dan akibat-akibat yang dilahirkannya belum terlihat sebagai buah dari suatu
grand design yang dijalankan secara sistematis. Namun, fakta bahwa keduanya telah
dimulai sejak dekade 60-an sampai sekarang, menunjukkan adanya keberlanjutan.
Apa yang terjadi dengan tanah-tanah adat setelah pendaftaran tanah yang
mengusung orientasi individualisasi dan negaraisasi dilakukan, merupakan bukti bahwa
UUPA keliru membuat hipotesis. UUPA mendalilkan bahwa secara alamiah tanah-tanah
ulayat akan hilang dan menjadi tanah-tanah perseorangan akibat perkembangan
masyarakat. Hipotesis ini tidak berdasar jika melihat fenomena individualisasi dan
negaraisasi tanah-tanah adat seperti yang dipaparkan oleh tulisan ini. Individualisasi
tanah-tanah ulayat ternyata terjadi bukan semata-mata melalui proses sosial alamiah tapi
juga karena dinginkan dan dipaksakan oleh penyelenggara pemerintah.
Kehadiran individualisasi yang diteruskan dengan negaraisasi juga mengubah
makna semula hak ulayat, dari sistem aturan atau kewenangan, menjadi suatu hak dengan
objek tertentu. Objeknya adalah bidang-bidang tanah yang belum menjadi hak
perseorangan. Adapun tanah-tanah perseorangan dianggap keluar dari kewenangan ulayat
dan hijrah ke yurisdiksi hukum formal. Hijrah tersebut membuat hak-hak adat
perseorangan itu tidak akan kembali ke dalam kewenangan ulayat. Ini berbeda dengan
proyeksi yang pernah dikemukakan oleh Herman Soesangobeng, seorang pakar hukum
agraria ternama, bahwa pendaftaran tanah-tanah adat perorangan tidak akan meniadakan
relasi abadi antara hak ulayat dengan hak perseorangan. Proyeksi ini mengabaikan agenda
negara memutuskan hubungan abadi itu dengan cara menarik tanah-tanah adat
perseorangan ke dalam pangkuan hukum formal.
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